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ABSTRAK 

 

Basuki Tjahaja Purnama diduga melakukan penistaan agama karena 

pidatonya yang menyinggung AL-Maidah ayat 51 di Kepulauan Seribu. Badan 

Reserse Kriminal Markas Besar Polisi Rebuplik Indonesia melakukan penyidikan 

terhadap Basuki Tjahaja Purnama. Dalam proses penyidikan tersebut 

dilaksanakan gelar perkara secara terbuka. Gelar perkara secara terbuka 

dilaksanakan atas permintaan Presiden Jokowi. Gelar perkara diatur menjadi dua 

bagian, yaitu gelar perkara biasa dan gelar perkara khusus. Metode penelitian 

yang digunakan yaitu penelitian normatif. Dengan menggunakan pendekatan 

perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menjelaskan 

bahwasanya terjadi ketidaksahan proses rangkaian penyidikan dalam gelar perkara 

secara terbuka kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama. Proses gelar 

perkara terbuka tersebut dilakukan tanpa dasar hukum. Sifat pelaksanaan gelar 

perkara memang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

ataupun  Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tetapi penyidikan seharusnya 

dilaksanakan secara tertutup guna melindungi bukti-bukti tindak pidana. Akibat 

hukumnya penyidikan tersebut dianggap tidak sah. Basuki Tjahaja Purnama dapat 

mengajukan Praperadilan ataupun ganti rugi karena penetapan tersangka yang 

dilakukan terhadapnya tanpa dasar hukum.  

Kata kunci:penyidikan, gelar perkara 
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BAB   I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Basuki Tjahaja Purnama diduga melakukan penistaan agama dalam 

pidatonya yang menyinggung Al-Maidah ayat 51 di Kepulauan Seribu. Setelah 

peristiwa tersebut Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polisi Republik 

Indonesia mendapat laporan terhadap Basuki Tjahaja Purnama dan bergerak cepat 

melakukan penyelidikan. Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan pengertian penyelidikan 

adalah sebagai berikut:“penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik 

untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak 

pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara 

yang diatur dalam undang-undang ini”.  

Pengertian tersebut terlihat bahwa penyelidikan merupakan tindakan tahap 

pertama permulaan penyidikan, namun pada tahap penyelidikan penekanan 

diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap 

atau diduga sebagai suatu tindak pidana.
1
 Proses penyelidikan yang dilakukan 

oleh Kepolisian pun dilaksanakan dengan memeriksa saksi ahli. Dalam 

pemeriksaan saksi ahli, saksi ahli hukum mengatakan bahwa pernyataan Basuki 

Tjahaja memenuhi unsur pidana. Unsur pidana tersebut dikategorikan pidana 

umum dengan Pasal 156 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang 

                                                           

1
M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP ; Penyidikan dan     

Penuntutan), Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm.101. 
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berbunyi “Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, 

kebencian atau merendahkan suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, 

diancam dengan tindak pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana 

denda paling banyak empat lima ratus ribu rupiah”. 

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajeman Penyidikan 

Tindak Pidana pada Pasal 15 menjelaskan bahwa rangkaian penyidikan yang 

dilaksanakan oleh Polisi. Penyidikan bertujuan untuk menentukan tersangka 

dalam suatu peristiwa tindak pidana. Untuk menjaga agar pembuktiannya tidak 

menjadi kabur dalam penyidikan maka diatur secara khusus.
2
 Kasus Gubernur 

Basuki Tjahaja Purnama dari tahap penyelidikan dilanjutkan dengan tahap 

penyidikan,  namun sebelumnya Bareskrim melakukan proses gelar perkara.  

Gelar perkara diatur menjadi dua bagian,  yaitu gelar perkara biasa dan gelar 

perkara khusus. Gelar perkara biasa dilakukan tiga tahap yaitu awal proses 

penyidikan, pertengahan proses penyidikan dan akhir proses penyidikan. 

Sedangkan gelar perkara khusus pelaksanakannnya dilakukan terhadap kasus 

perkara yang menyita perhatian publik,  permintaan pejabat negara atau pemintaan 

dari penyidik. Pada Perkap No 14 Tahun 2012 mengatur tentang gelar perkara 

khusus dilakukan apabila menjadi perhatian publik maka dari itu kasus Basuki 

Tjahaja Purnama diproses gelar perkara dan memenuhi kriteria gelar perkara 

khusus. Basuki Tjahaja Purnama resmi ditetapkan sebagai tersangka, terkait 

dugaan penistaan agama.  

                                                           
2
Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia,Jakarta,Sinar Grafika,2016, hlm.120. 
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Pada hari Senin, 7 November 2016 proses penyelidikan terkait dugaan 

penistaan agama tersebut ditangani langsung oleh Kepolisian Republik Indonesia. 

Beberapa saksi ahli dihadirkan untuk memeriksa apakah dugaan penistaan benar 

dilakukan oleh terlapor. Setidaknya sudah 22 saksi yang telah diperiksa terdiri 

dari 10 saksi ahli dari tiga bidang yaitu ahli bahasa dari Universitas Gajah Madah, 

ahli agama dari Majelis Ulama Indonesia dan ahli hukum pidana dari Universitas 

Indonesia dan Universitas Islam Indonesia. Dua belas saksi lain adalah pegawai 

pemerintah provinsi DKI Jakarta, warga di Kepulauan Seribu serta stafnya. Badan 

Resersekrim Polisi Republik pun langsung melakukan gelar perkara secara 

terbuka pada hari Selasa, 15 November 2016. Gelar perkara ini dihadiri pihak 

pelapor dan pihak terlapor. Kemudian pada hari Rabu, 16 November 2016, Basuki 

Tjahaja Purnama resmi ditetapkan sebagai tersangka. 

Kasus Basuki Tjahaja Purnama Bareskrim melakukan gelar perkara secara 

terbuka dan disiarkan secara langsung sementara pada Peraturan Kapolri No 14 

Tahun 2012 tentang Manajeman Penyidikan Tindak Pidana tidak mengatur 

tentang gelar perkara dilakukan secara terbuka. Apabila pelaksanaan gelar perkara 

secara terbuka di lakukan akan menimbulkan kesan seolah-olah menjadi forum 

pengadilan. Namun secara internal di Kepolisian ada aturan tentang gelar perkara 

yang sifatnya terbuka terbatas atau tidak terbuka untuk umum guna menjaga 

pendapat di masyarakat. Ketua Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Julius Ibrani 

menilai gelar perkara secara terbuka tidak memiliki dasar hukum yang jelas. 

Apalagi mengingat gelar perkara merupakan bagian dari proses projustitia yang 
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harus tertutup dan dijaga kerahasiaannya dengan tujuan antara lain untuk 

menghindari distraksi atau gangguan dalam proses pemeriksaan.
3
 

1.2  Rumusan Masalah 

1. Apakah sah atau tidak proses gelar perkara yang dilakukan secara terbuka 

dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama sesuai dengan Perkap No. 14 Tahun 

2012 tentang Manjeman Penyidikan Tindak Pidana ? 

2. Apa akibat hukum dalam proses gelar perkara dalam kasus Basuki Tjahaja 

Purnama dalam proses penyidikan ? 

1.3  Tujuan 

1. Mengetahui keabsahan dari proses gelar perkara secara terbuka yang 

dilakukan dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama. 

2. Mengetahui akibat hukum gelar perkara secara terbuka yang dilakukan 

dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama. 

1.4  Kegunaan  

1. Kegunaan Teoritis skripsi ini adalah untuk dijadikan informasi dan 

pengetahuan bagi dosen mahasiswa maupun masyarakat dan penulisan 

skripsi ini dapat dijadikan bahan kajian di dunia pengetahuan ilmu hukum.  

2. Kegunaan Praktis dari skripsi ini adalah agar mengetahui penerapan sifat 

pelaksanaan gelar perkara dalam rangkaian penyidikan agar Polri dapat 

menjalankan tugas sebagai penegak hukum sesuai dengan peraturan 

perundangan-undangan.  

 

                                                           
3
Ibid hlm.3. 
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1.5  Keasliaan 

 

Judul Skripsi 

 

Persamaan 

 

Pembeda 

PROSES 

PELAKSANAAN 

GELAR PERKARA 

(Studi Urgensi Gelar 

Perkara dalam 

Kelancaran Penyelesaian 

Perkara Pidana) 

Oleh Agustina Wahyu 

Mahalani di Fakultas 

Hukum Universitas 

Muhammadiyah 

Surakarta. 

Membahas tentang proses 

gelar perkara dan 

memberikan penjelasan 

gelar perkara dalam 

penyelesaian perkara 

pidana. 

Skripsi dengan judul 

Peran Gelar Perkara 

Dalam Proses Penyidikan 

membahas tentang gelar 

perkara secara terbuka 

pada Kasus Basuki 

Tjahaja Purnama 

sedangkan 

PROSES 

PELAKSANAAN 

GELAR PERKARA 

(Studi Urgensi Gelar 

Perkara dalam 

Kelancaran Penyelesaian 

Perkara Pidana) 

membahas tentang 

penyelesaian perkara 

pidana dalam 

mengungkapkan dalam 

proses gelar perkara. 

 

1.6  Metode Penelitian  

1.6.1 Jenis Penelitian  

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penulisan penelitian yuridis 

nomatif yaitu mencari kebenaran koherensi apakah aturan hukum telah sesuai 

dengan norma hukum dan apakah norma hukum telah sesuai dengan prinsip 

hukum.
4
 Penulisan ini didasarkan pada aturan hukum maupun doktrin hukum 

dimana penulis menganalisa pada konsep yang ada di perundang-undangan yang 

berlaku di Indonesia mengenai gelar perkara sesuai dengan Peraturan Kapolri 

                                                           
4
Peter Marzuki Mahmud , Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2014, 

hlm. 47. 
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Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajeman Penyidikan Tindak Pidana yang 

diterapkan di Indonesia.   

1.6.2 Metode Pendekatan  

a. Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan perundang-

undangan (staute approach). Penulis melakukan pendekatan dengan 

menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu 

hukum yang ditulis.
5
 Pada penulisan skripsi ini pembahasan didasarkan 

pada Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajeman 

Penyidikan Tindak Pidana. 

b. Pendekatan kasus (case approach). Penulisan dilakukan dengan cara 

menganalisis kasus yang sedang terjadi di Indonesia (kasus penistaan 

agama Basuki Tjahaja Purnama). 

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan  

Untuk pengumpulan bahan hukum penulis menggunakan dua bahan pustaka 

yaitu bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yaitu peraturan 

perundang-undangan dan putusan pengadilan dan bahan hukum sekunder hasil 

olahan pendapat pakar hukum. 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer yang utama adalah peraturan perundang-undangan 

yaitu peraturan yang tertulis yang mengikat secara umum dan dikeluarkan oleh 

pemerintah yang berwenang berupa legislasi dan regulasi. Bahan hukum primer 

yang digunakan yaitu: 

                                                           
5
Ibid, hlm.137.  
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1. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manjeman 

Penyidikan Tindak Pidana. 

2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder ini bukanlah bahan hukum yang mengikat namun 

memiliki kaitannya dengan isu hukum dalam penulisan ini yaitu berupa buku-

buku hukum, jurnal-jurnal hukum, skripsi, literatur internet dan pendapat para 

pakar hukum. 

1.6.4 Analisa Bahan Hukum  

Analisis dalam penulisan skripsi ini adalah preskriptif analitis yaitu 

penelitian untuk menemukan tujuan yang tepat dalam memecahkan suatu masalah 

agar tercipta koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum terhadap tingkah 

laku dan individu.
6
 Metode berpikir yangdigunakan yaitu dedukti dengan cara 

menarik kesimpulan dari yang sifatnya umum ke khusus.

                                                           
6
Ibid, hlm.41 
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